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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Penelitian Fadhilah (2014), membuktikan hasil penelitian bahwa: (1) 
Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang 
diproksikan dengan boox tax gap. (2) Proporsi dewan komisaris independen 
tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax 
gap. (3) Komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance yang 
diproksikan dengan book tax gap. (4) Kualitas audit berpengaruh negatif 
terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap. 
Penelitian Dewi dan Sari (2015), membuktikan bahwa hasil analisis 
corporate risk berpengaruh negatif pada tax avoidance. Insentif eksekutif, 
kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak 
memiliki pengaruh pada tax avoidance. Sedangkan kualitas audit berpengaruh 
positif pada tax avoidance. 
Penelitian Tandean (2016), menyatakan bahwa hasil pengujian secara 
persial menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran 
perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap tax 
avoidance. Sedangkan komite audit secara persial berpengaruh signifikan 
terhadap tax avoidance. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan 
kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran 
perusahaan merupakan penjelas yang signifikan terhadap tax avoidance. 
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Penelitian Asri dan Suardana (2016), membuktikan bahwa keberadaan 
komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh 
pada penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Penelitian Diantari dan Ulupui (2016), menunjukkan bahwa komite audit 
dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, 
dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap tax 
avoidance. 
Penelitian Ariawan dan Setiawan (2017), menyatakan bahwa hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas 
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Variabel kepemilikan institusional 
dan leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 
Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017), menemukan bahwa hasil 
analisis kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif pada tax avoidance serta laverage dan profitabilitas 
berpengaruh positif pada tax avoidance. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa 
komisaris independen tidak berpengaruh pada tax avoidance.  
2.2 Tinjauan Teori 
2.2.1 Corporate Governance 
Pengertian Corporate Governance 
Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur 
hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak 
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kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan 
ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau 
dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 
(Sutedi, 2012:7). Tujuan corporate governance yaitu untuk menciptakan atau 
meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholder). Dua konsep yang menjadi perhatian penting di dalam good 
corporate governance yaitu: Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk 
mempereloh  informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta, kedua, 
kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure), secara 
akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja 
perusahaan kepemilikan dan stakeholder. 
Prinsip-Prinsip Dasar Corporate Governance 
Menurut Sutedi (2012:10), yaitu sebagai berikut: 
1. Transparansi 
Penyedian informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholder. 
Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor untuk digunakan 
sebagai pengambilan keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari 
investasinya. Pada intinya perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, 
dan frekuensi dari pelaporan keuangan. 
2. Dapat Dipertanggungjawabkan (Accountability) 
Pengelolaan perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan 
pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan yang bertanggung jawab 
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pada pengoperasian setiap harinya, dan tetap memperhitungkan kepentingan 
pemegang saham dan pemangku lainnya. 
3. Kejujuran (Fairness) 
Pengelolaan perusahaan harus menekankan pada kejujuran dalam melaksanakan 
kegiatannya. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan atau hak-hak yang 
jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan kepada pemegang saham dan 
pemangku lainnya berdasarkan asan kesetaraan. 
4. Sustainability 
Ketika perusahaan negara (corporation) exist dan menghasilkan keuntungan 
dalam jangka panjang, maka perusahaan harus bisa mensejahterakan pegawai 
dan komunitasnya agar berhasil. Perusahaan juga harus peduli terhadap 
lingkungan dan memperlakukan pekerja secara adil. 
Mekanisme Good Corporate Governance 
1. Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki 
oleh institusi. Kepemilikan Institusi seperti kepemilikan saham oleh bank, dana 
pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya 
(Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan institusional bertugas sebagai 
pihak yang mengawasi perusahaan (Jaya,  Yasser dan Kartika, 2012). Proporsi 
kepemilikan saham yang dimiliki institusional dapat diukur dengan persentase 
saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan 
(Sihaloho dan Pratomo, 2015). Kepemilikan institusional memiliki pengaruh 
penting bagi perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, 
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dengan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal (Fadhilah, 2014). 
Kepemilikan institusional memiliki hak suara di dalam perusahaan, sehingga 
kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja 
ekonomi dan menghindari peluang untuk mementingkan diri sendiri (Shliefer 
dan Vishney, 1986). 
2. Dewan Komisaris Independen 
Komisaris independen adalah seorang yang berasal dari luar perusahaan dan 
tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. PT Bursa 
Efek Jakarta (BEJ) di dalam peraturan Pencatatan Efek No 1-A tentang 
Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 
1-a menyebutkan tentang rasio komisaris independen, yaitu secara proporsional 
jumlah komisaris independen sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki 
oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan jumlah komisaris 
independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh jumlah 
anggota komisaris. Selanjutnya dalam angka 2 menentukan persayaratan 
komisaris independen yang melarang adanya hubungan afiliasi dalam segala hal 
dengan pemegang saham pegendali maupun dengan direksi atau dewan 
komisaris lainnya, serta tidak bekerja rangkap dengan perusahaan afiliasi dan 
memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (Sutedi, 
2012:152). 
3. Komite Audit 
Melalui Surat Edaran Bapepam No. 03/IPM/2000 yang ditujukan kepada setiap 
direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. 
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Komite audit harus secara independen dan profesional dalam memberikan 
pendapat kepada dewan komisaris, termasuk komisaris independen, dalam hal 
menilai dan mengidentifikasikan hal-hal yang menyangkut laporan keuangan 
dengan berbagai pertimbangan resiko yang ada. Komite audit berfungsi untuk 
membantu komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan dan meningkatkan 
efektivitas audit dan eksternal audit. Berdasarkan Surat Edaran yang diterbitkan 
oleh Bapepam (SE-03/PM/2000) mengatakan agar emiten dan perusahaan 
publik mempunyai komite audit sekurang-kurangnya tiga orang yang diketuai 
oleh komisaris independen (Sutedi, 2012:153-155). 
Menurut Siallagan dan Mahfoedz (2006), menjelaskan komite audit 
meningkatkan intergritas dan krediabilitas pelaporan keuangan melalui: 
1) Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal; 
2) Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum; 
3) Mengawasi proses audit secara keseluruhan 
4. Kualitas Audit 
Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah transparansi. 
Transparansi harus mengungkapkan laporan keuangan yang akurat dan yang 
telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Pemegang saham menginginkan 
adanya transparansi dalam melaporkan hal-hal yang terkait dengan perpajakan 
pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Eksandy, 2017). 
Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin 
dituntut oleh otoritas publik, sehingga pemegang saham tidak menginginkan 
perusahaan tersebut untuk mengambil posisi pajak yang agresif dalam hal 
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perpajakan dan akan mencegah terjadinya tindakan yang dilakukan oleh pihak 
manajemen. 
Menurut (Deis dalam Suartana: 2007) hal-hal yang berhubungan dengan kualitas 
audit antara lain: 
1) Lamanya auditor atau umur audit, semakin lama maka akan semakin rendah 
kualitas auditnya. 
2) Jumlah klien, semakin banyak maka akan semakin baik kualitas auditnya. 
3) Kesehatan keuangan klien, semakin sehat ada kecenderungan klien 
menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku. 
4) Review oleh pihak ketiga sehingga kualitas audit akan semakin tinggi. 
2.2.2 Pengertian Tax Avoidance 
Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah tindakan untuk melakukan 
pengurangan pajak dengan cara hati-hati yang sudah diatur sedemikian rupa 
untuk mengambil keuntungan dari berbagai celah-celah dalam ketentuan pajak 
(Jacob, 2014). Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak 
dapat memberikan masalah seperti reputasi perusahaan di mata publik akan 
menjadi buruk serta perusahaan harus membayar denda atas konsekuensinya 
(Praditasari dan Setiawan, 2017). 
Penghindaran pajak tidak selalu dilakukan secara legal, karena pada 
dasarnya tax avoidance dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang 
diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan yang tidak diperbolehkan 
(unacceptable tax avoidance) (Rohatgi dalam Bambang: 2009). Penghindaran 
pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) seperti pengenaan pajak 
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melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sebagai contoh 
perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi 
natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21 
(Diantari dan Ulupui, 2016). Sedangkan penghindaran pajak secara ilegal seperti 
penggelapan pajak misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh 
pengahasilannya dalam SPT atau memebebankan biaya-biaya yang tidak 
seharusnya dijadikan pengurang pengahasilan untuk tujuan meminimalkan 
beban pajak. Tindakan ilegal ini menyebabkan kerugian negara. 
Pelaksanaan pemungutan pajak tidak selalu mendapat tanggapan yang baik 
dari perusahaan. Perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin 
karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih yang di dapat oleh 
perusahaan, sedangkan bagi pemerintah mengharapkan pajak yang tinggi untuk 
dipergunakan membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Perbedaan 
inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah 
pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Darmawan dan Sukartha, 
2014).  
2.3 Hipotesis 
2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 
dimiliki oleh institusi. Kepemilikan Institusi seperti kepemilikan saham oleh 
bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga 
keuangan lainnya (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan institusional 
bertugas sebagai pihak yang mengawasi perusahaan (Jaya,  Yasser dan Kartika, 
16 
 
2012). Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional dapat diukur 
dengan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu 
perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu 
menciptakan pengawasan yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi tindakan 
tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan (Septiadi, Robiansyah dan 
Suranta, 2017). 
Hubungan antara kepemilikan institusional dengan tax avoidance, 
ditemukan dari penelitian sebelumnya menurut Tandean (2016), menyatakan 
bahwa kepemilikan institusional tidak cukup bukti berpengaruh secara 
signifikan terhadap tax avoidance, dan menurut Diantari dan Ulupui (2016), 
menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance serta penelitian dari Praditasari dan Setiawan (2017), 
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada tax 
avoidance. Sedangkan menurut penelitian dari Ariawan dan Setiawan (2017), 
menemukan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif 
terhadap tax avoidance. 
H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance 
Komisaris independen adalah seorang yang berasal dari luar perusahaan dan 
tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Proporsi 
kepemilikan komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris 
akan memberikan pengawasan yang ketat. Adanya pengawasan yang lebih ketat 
akan menjadikan pihak manajemen tersebut untuk bertindak lebih waspada 
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dalam menentukan keputusan dalam menjalankan operasional perusahaan 
sehingga dapat meminimalkan tindakan tax avoidance (Ardyansah dan 
Zulaikha, 2014) 
Hubungan antara komisaris independen dengan tax avoidance, ditemukan 
dari penelitian sebelumnya menurut Diantari dan Ulupui (2016), menunjukkan 
bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax 
avoidance, dan menurut Ariawan dan Setiawan (2017), menemukan bahwa 
dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, serta 
penelitian dari Dewi dan Sari (2015), membuktikan komisaris independen 
memiliki pengaruh pada tax avoidance. 
H2: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
2.3.3 Pengaruh komite audit terhadap Tax Avoidance 
Komite audit harus secara independen dan profesional dalam memberikan 
pendapat kepada dewan komisaris, termasuk komisaris independen, dalam hal 
menilai dan mengidentifikasikan hal-hal yang menyangkut laporan keuangan 
dengan berbagai pertimbangan resiko yang ada. Komite audit berfungsi untuk 
membantu komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan dan meningkatkan 
efektivitas audit dan eksternal audit (Sutedi, 2012:155). Komite audit yang 
dimiliki perusahaan memiliki wewenang sehingga dapat mencegah terjadinya 
penyimpangan atau kecurangan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak 
manajemen perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit di dalam 
perusahaan dapat mengurangi tindakan terjadinya tax avoidance.  
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Hubungan antara komisaris independen dengan tax avoidance, ditemukan 
dari penelitian sebelumnya menurut Praditasari dan Setiawan (2017), 
menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada tax avoidance dan 
menurit penelitian Dewi dan Sari (2015), membuktikan komite audit tidak 
memiliki pengaruh pada tax avoidance, sedangkan penelitian Fadhilah (2014), 
membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance 
yang diproksikan dengan book tax gap. 
H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
2.3.4 Pengaruh kualitas audit terhadap Tax Avoidance 
Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah transparansi. 
Transparansi dapat di ukur dengan kualitas audit, pengukuran kualitas audit 
dapat diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 
yang melakukan audit pada suatu perusahaan tersebut. Perusahaan yang di audit 
oleh KAP Big Four akan menjadikan laporan keuangan perusahaan akan lebih 
dipercaya dan lebih berkualitas sehingga mampu menampilkan nilai perusahaan 
yang sebenarnya dan dapat diindikasikan bahwa laporan keuangan yang diaudit 
oleh KAP Big Four akan memiliki penghindaran pajak yang rendah dibandingan 
dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big Four (Annisa dan Kurniasih, 
2012). 
Hubungan antara kualitas audit dengan tax avoidance, ditemukan dari 
penelitian sebelumnya menurut Dewi dan Sari (2015), membuktikan bahwa 
kualitas audit berpengaruh positif pada tax avoidance, dan menurut Fadhilah 
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(2014), membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax 
avoidance yang diproksikan dengan book tax gap.  
H4: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
2.4 Rerangka Pemikiran 
 
 H1 (-) 
 
 H2 (-) 
 
 H3 (-) 
 
     H4 (-) 
 






Komite Audit (X3) 
Kualitas Audit (X4) 
Tax Avoidance 
(Y) 
